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ABSTRACT:

Law Enforcement No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU
PKDRT) is intended to stop the cycle of violence in the family. The PKDRT Law was
promulgated on September 22, 2004 as a national law reform which aims to: 1) prevent all
forms of violence in the household; 2) protect victims of domestic violence; 3) take action
against perpetrators of domestic violence; and 4) maintaining a harmonious and prosperous
household. This promulgation is also the implementation of the Convention on the Elimination of
All Forms of Discrimination against Women which Indonesia has ratified through Law no. 7 of
1984. The convention mandates the elimination of violence against women whose roots lie in
discrimination against women. The PKDRT Law is the hope of all of us in improving the
conditions of women and children, as well as those who are subordinate, as well as for anyone
within the scope of household relations who are vulnerable and live under one roof. This
research is based on the type of normative legal research. In normative research carried out to
research and study juridical norms in laws and regulations through quantitative and qualitative
approaches that aim to find out the implementation of Law Number 23 of 2004 Article 1 against
article 44 paragraph (1) concerning PKDRT, especially in the occurrence of spikes in cases in
Indonesia. The outputs targeted in this study are mandatory outputs in the form of national
journals and additional outputs in the form of proceeding journals.
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PENDAHULUAN

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia
dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan
dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang
tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat
dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum. Kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran
rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Istilah KDRT sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali
disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau
hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang
terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah 1)
suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); 2) orang-orang yang mempunyai
hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,
pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut. 3) orang yang bekerja
membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
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Dalam perkembangannnya para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan
penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa
perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah
tangga), sehingga tidak bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian. Sehingga penderitaan korban
kekerasan dalam rumah tangga (istri) berkepanjangan tanpa perlindungan.

Kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga yang sedemikian itu ternyata masih dilematis
pula setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga. Karena jika istri yang mengalami kekerasan dalam rumah
tangga melaporkan suaminya kepada kepolisian dikuatirkan suami akan semakin berlaku kasar
terhadap dirinya setelah istri kembali ke rumahnya lantaran tidak adanya perlindungan hukum
dari kepolisian dan atau pengadilan. Bahkan ada sebagian istri yang menjadi korban kekerasan
dalam rumah tangga lebih memilih menahan penderitaan kekerasan yang dialaminya karena
merasa khawatir terhadap masa depannya jika suaminya berurusan dengan penegak hukum.

Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui penerapan ketentuan perlindungan korban
kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004.
Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting agar suami (pelaku) akan
melakukan tindak kekerasan ulang kepada istri (korban)nya. Dalam suatu tayangan stasiun
televisi swasta diberitakan, bahwa suami (pelaku KDRT) berani memukul istrinya di hadapan
petugas kepolisian. Bahkan ada kemungkinan pelaku nekat menyiksa korban lantaran korban
tidak mendapat perlindungan dari penegak hukum.

Data yang dihimpun Komnas Perempuan pada setiap tahunnya melalui Catatan Tahunan
(CATAHU) menunjukkan bahwa pelaporan kasus KDRT setiap tahunnya mengalami
peningkatan. Pada tahun 2021 Komnas Perempuan menerima pengaduan langsung 771 kasus
kekerasan terhadap istri (KTI), atau 31% dari laporan 2.527 kasus kekerasan di ranah rumah
tangga/personal. Berdasarkan pengaduan dan pemantauan yang dilakukan olen Komnas
Perempuan dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban beragam dan berlapis.
Korban mengalami penderitaan luka-luka fisik, trauma dan depresi, bahkan menjadi disabilitas
maupun kehilangan nyawa.

Masih tingginya angka kasus KDRT di Indonesia perlu mendapatkan perhatian serius baik dari
segi penguatan korban untuk berani melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya dan dari segi
penanganannya. Pelaporan merupakan langkah awal bagi perempuan korban untuk mendapatkan
perlindungan, keadilan dan pemulihan. Komnas Perempuan mencatat bahwa tidak semua korban
kekerasan dalam rumah tangga mau dan berani untuk bicara apalagi melaporkan kasusnya. Istri
tidak melakukan pelaporan kasusnya berdasarkan berbagai pertimbangan terkait peran sosial
perempuan, di antaranya demi menjaga nama baik keluarga, keutuhan keluarga, masa depan
anak-anak. Pertimbangan lainnya adalah ketergantungan yang dimiliki, secara emosi, ekonomi
dan sosial. Mengenali tantangan yang dihadapi korban, Komnas Perempuan mengapresiasi dan
mendukung setiap perempuan korban untuk berani bicara dan melaporkan kasusnya ke
kepolisian.

Dalam perspektif hukum pidana, ini menjadi fokus aparat penegak hukum untuk berperan dalam
upaya untuk dapat melindungi hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Sehingga
hal yang akan dijadikan bahan pembahasan dalam penulisan penelitian adalah mengenai
penegakan hukum dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam
Rumah Tangga yang dilihat dari perspektif UndangUndang Nomor 23 tahun 2004 tantang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Fakta dan data yang di jabarkan di atas
membuat penulis tertarik untuk membuat penelitian hukum mengenai, “Implementasi
Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Perspektif Hukum Pidana”.
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PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi terhadap undang-undang nomor 23 tahun 2004
tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilihat dari perspektif hukum pidana, agar
penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang
berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, Pertama Bagaimana perlindungan hukum terhadap
korban KDRT menurut UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT? dan Kedua Apa
kendala-kendala penegakan hukum dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan
dalam rumah tangga®?.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.
Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara
sistematis, metodelogis, dan konsisten. Melalui penelitian tersebut diadakan analisa dan
kontruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah.( Soerjono dan Sri Mamudji, 2003: 13)

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin
hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila
disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja Kita
untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.( Peter
Mahmud Marzuki, 2007: 17)

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan
pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu,
dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap
fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang
timbul didalam gejala yang bersangkutan.( Soerjono Soekanto, 2009: 134)

Penelitian ini adalah termasuk Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode yang
mengacu pada penelitian kepustakaan atau dengan kata lain dengan metode ini kita lebih
merujuk kepada data dan sekunder atau bahan pustaka. Penelitian yuridis normatif dapat
meliputi: 1. Penelitian inventarisasi hukum positif 2. Penelitian terhadap asas-asas hukum 3.
Penelitian untuk menemukan hukum in concreto 4. Penelitian terhadap sistematik hukum.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian dengan cara studi pustaka yaitu
dengan menampilkan data dan mengkaji bahan- bahan hukum secara proposional sesuai dengan
petunjuk pembagian sumber Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain itu dilakukan dengan cara searching melalui media
internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

Metode analisis yang digunakan di dalam penelitian hukum normatif ini ialah, metode kualitatif
yaitu analisis dengan menggunakan kualitatif. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan
digunakan metode berpikir deduktif ke induktif. Pengkajian diperoleh dari materi-materi atau
bahan hukum yang bersifat umum untuk menunjang masalah yang diteliti kemudian disimpulkan
dan dimasukkan secara khusus.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT

Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan
dalam 2(dua) pengertian, yaitu:

1. Perlindungan bersifat yuridis yang meliputi:

a. Bidang hukum publik;
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b. Bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan yang bersifat non-yuridis meliputi:
a. Bidang social;
b. Bidang kesehatan;
c. Bidang pendidikan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
Pasal 1 angka 4:

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada
korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat (penasehat hukum), lembaga sosial,
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun
berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 1 angka 5:

Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian
dan/atau lembaga sosial atau pihal lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perrintah
perlindungan dari pengadilan.

Pasal 1 angka 3:

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam
lingkup rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
menyatakan perlindungan hak-hak korban.

Pasal 10:
Korban berhak mendapatkan:
a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan,

pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun
berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses
pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. Pelayanan bimbingan rohani. Pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah
tangga perlu segera dilakukan mengingat kekerasan dalam rumah tangga dapat
menimbulkan penderitaan secara fisik dan psikis.

Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami trauma akibat bentuk-bentuk perlakuan
yang dialaminya dan akan mempengaruhi keberlangsungan hidupnya. Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur pemulihan
korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 39:

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:
a. Tenaga kesehatan;

b. Pekerja sosial;

c. Relawan pendamping; dan/atau

d. Pembimbing rohani.
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan
Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 1:
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam
rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.

2. Penyelenggaraan pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan
pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

3. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi,
dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

4. Kerjasama adalah cara yang sitematis dan terpadu antar penyelenggara pemulihan
dalam memberikan pelayanan untuk memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga.

5. Petugas penyelenggara pemulihan adalah tenaga Kesehatan, pekerja sosial, relawan
pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

6. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang
pemberdayaan perempuan.

Guna menunjang pelaksanaan tersebut, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan dan kerja
sama pemulihan korban dengan menentukan tugas dan fungsi masing-masing dan kewajiban
serta tanggung jawab tenaga Kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani, dan relawan
pendamping. Untuk lebih mengefektifkan pelayanan terpadu, maka dalam peraturan ini dibentuk
forum koordinasi yang akan mengkoordinasikan antar petugas pelayanan, sekaligus Menyusun
rencana program bagi peningkatan upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga.
Forum koordinasi tersebut dibentuk di pusat dan di daerah. Menteri membentuk forum
koordinasi ditingkat pusat, sedangkan di daerah dibentuk oleh Gubernur.

Penyelenggaraan kerja sama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga diarahkan pada
pulihnya kondisi korban seperti semula baik fisik maupun psikis dalam waktu yang tidak terlalu
lama, sehingga korban dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari dan dapat hidup di tengah
masyarakat seperti semula. Oleh karena itu, pelayanan harus dilaksanakan semaksimal mungkin
segera setelah adanya pengaduan atau pelaporan dari korban untuk memperoleh pelayanan bagi
pemulihan kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, upaya penyelenggaraan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga
pada dasarnya bertujuan menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan korban kekerasan dalam
rumah tangga, menjamin efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban kekerasan dalam
rumah tangga dan terciptanya kerja sama dan koordinasi yang baik dalam pemulihan korban
kekerasan dalam rumah tangga antar instansi, antar petugas pelaksana, dan antar lembaga terkait
lainnya.

Kendala-Kendala Penegakan Hukum Dalam Melaksanakan Perlindungan Terhadap
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terus meningkat akhir-akhir ini terjadi
karena berbagai faktor, diantaranya:

1. Masih rendahnya kesadaran untuk berani melapor dikarenakan masyarakat sendiri
enggan melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya. Masyarakat ataupun pihak
yang terkait dengan KDRT, baru benar-benar bertindak jika kasus KDRT sampai
menyebabkan korban, baik fisik yang parah maupun kematian, itupun jika diliput oleh
media massa;
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2. Pihak terkait yang kurang mensosialisasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga,
sehingga data kasus tentang KDRT pun banyak dikesampingkan ataupun dianggap
masalah yang sepele;

3. Banyak kasus KDRT yang tidak tertangani secara langsung dari pihak yang berwajib,
bahkan kasus-kasus KDRT yang kecil pun lebih banyak dipandang sebelah mata daripada
kasus-kasus lainnya;

4. Faktor budaya. Masyarakat yang patriarkis ditandai dengan pembagian kekuasaan yang
sangat jelas antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki mendominasi perempuan.
Selain itu juga pandangan bahwa cara yang digunakan orang tua untuk memperlakukan
anak-anaknya, atau cara suami memperlakukan istrinya, sepenuhnya urusan mereka
sendiri yang mana tidak boleh dicampuri oleh pihak lain, termasuk aparat penegak
hukum;

5. Faktor domestik. Adanya anggapan bahwa aib keluarga jangan sampai diketahui oleh
orang lain. Hal ini menyebabkan munculnya perasaan malu karena akan dianggap oleh
lingkungan tidak mampu mengurus rumah tangga. Jadi rasa malu mengalahkan rasa sakit
hati, masalah domestic dalam keluarga bukan untuk dikketahui oleh orang lain sehingga
hal ini dapat berdampak semakin menguatnya kasus KDRT;

6. Lingkungan. Kurang tanggapnya lingkungan atau keluarga terdekat untuk merespon
apa yang terjadi, hal ini dapat menjadi tekanan tersendiri bagi korban. Karena bisa saja
korban beranggapan bahwa apa yang dialaminya bukanlah hal yang penting karena tidak
direspon lingkungan. Hal ini akan melemahkan keyakinan dan keberanian korban untuk
melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib.

Hambatan dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga dimulai pada saat penyidikan.
Penyidik polisi (Polri) menghadapi kendala karena masih kuatnya anggapan masyarakat bahwa
kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan pribadi atau persoalan rumah tangga, sehingga
tidak layak dicampuri oleh orang lain atau polisi. Perempuan (istri) karena memiliki perasaan
hati Nurani yang lembut dan kentalnya adat dan budaya timur, menjadi tidak tega memberi
balasan kepada suami atau mantan suami dengan melaporkan perbuatannya kepada polisi,
meskipun telah menyakiti dan menyiksanya baik secara fisik maupun psikis. Pada umumnya
fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga mempunyai spesifikasi sendiri, antara lain
sebagai berikut:

1. Terjadi tindak kekerasan lebih banyak diketahui oleh pelaku dan korban saja, sehingga
kurang adanya saksi maupun alat bukti lainnya yang memnuhi Pasal 183 dan 184
KUHAP;

2. Pihak korban tidak mau melaporkan kasusnya karena merasa tabu dan beranggapan
akan membuka aib keluarga sendiri terutama terhadap kasus yang berhubungan denga
seksual;

3. Bagi korban yang mau melapor dan perkaranya memenuhi syarat formil maupun
materiil, tidak jarang berusaha mencabut Kembali karena merasa ia sangat memerlukan
masa depan bagi anak-anaknya dan masih menginginkan rumah tangganya dibangun
kembali;

4. Keterlambatan laporan dari korban atas terjadinya kasus kekerasan dalam rumah
tangga akan berpengaruh terhadap tingkat kesukaran penyidik dalam melakukan proses
penyidikan, terutama pengumpulan saksi barang bukti.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Pasal 51:

Tindak pidana kekerasan fisik sebagimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan
delik aduan.

Pasal 52:
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Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2)
merupakan delik aduan.

Pasal 53:

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan
oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum, atau
peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang professional,
berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum
masyarakat. Oleh karena itu, idelanya setiap negara hukum, termasuk Negara Indonesia harus
memiliki lembaga/institusi/apparat penegak hukum yang berkualifikasi demikian. Salah satunya
adalah Kejaksaan Republik Indonesia, disamping Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah
Agung dan bahkan Advokat/Penasehat hukum/Pengacara/Konsultan Hukum, yang secara
universal melaksanakan penegakan hukum. Peran Polri dalam Perlindungan Anak Dan
Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu memperhatikan banyaknya kasus
pelanggaran terhadap perlindungan anak dan KDRT, apparat Polri sebagai salah satu institusi
yang konsern terhadap masalah ini telah banyak melakukan upaya konkrit. (Marwan
Efendi,2005:2)

Beberapa upaya yang telah ditempuh Polri, diantaranya:

1. Mendirikan Ruang dan Pelayanan Khusus (RPK), sebagai tempat penanganan kasus-
kasus KDRT dan pelanggaran anak;

2. Membentuk unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dari tingkat Mabes hingga
Polres, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007;

3. Meningkatkan jumlah Polwan agar mendekati rasio ideal. Harapannya, Polwan akan
menjadi gardaterdepan dalam penanganan kasus perlindungan anak dan KDRT;

4. Untuk meningkatkan kemampuan personil RPK dalam penyidikan dan penanganan
kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan melalui pendidikan, sehingga
akan menambah pengetahuan personil RPK tentang penyidikan secara umum;

5. Menyelenggarakan berbagai seminar/lokakarya bertujuan untuk memberikan informasi
tentang ketentuan/peraturan yang terkait dengan masalah perlindungan hukum terhadap
anak dan KDRT, serta bagaimana upaya pencegahan dan menangani pelanggarnya;

6. Menjalin kerjasama dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan Menyusun suatu
manual atau buku saku pegangan polisi dalam menangani kasus KDRT.

Menangani fenomena tersebut, aparat kepolisian sebagai garda terdepan dalam menjaga dan
memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (kamtibmas) terpanggil untuk secara serius
melakukan langkah-langkah konkret guna menanggulanginya, tentunya tanpa mengabaikan
peran serta dari masyarakat dan instansi terkait lainnya, Mengingat masalah perlindungan anak
dan KDRT sejatinya merupakan masalah kita semua.

Kewajiban kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban
kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelaksanaan dari kewajiban negara melalui
pemerintah dengan dukungan seluruh masyarakat yang perlu dilakukan sepenuhnya karena
bentuk-bentuk kekerasan, dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan
kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Korban kekerasan dalam rumah tangga, sangat
dirugukan baik secara moril maupun materiil sehingga kepolisian perlu memberikan perhatian
dan menindaklanjuti semua laporan yang diberikan baik oleh korban maupun pihak lain untuk
diproses secara hukum.

Kendala-kendala penegakan hukum dalam melaksanakan perlindungan terhadap korban
kekerasan dalam rumah tangga perlu segera diatasi olenh pemerintah dengan meningkatkan
Kerjasama dengan masyarakat agar korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga
berani untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya dan guna memberikan perlindungan hukum
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terhadap korban agar bebas dari rasa takut dan segala bentuk ancaman kekerasan baik fisik
maupun psikis. Diperlukan juga sosialisasi dan diseminasi mengenai jaminan perlindungan
terhadap korban melalui penyuluhan-penyuluhan hukum di lingkungan masyarakat, terutama
yang tingkat kekerasan dalam rumah tangga meningkat dari jumlah kasus yang terjadi.
Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan
secara represif untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan bagi pihak-pihak lain
sebagai suatu pembelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Tindak pidana KDRT
masih saja terjadi, sehingga pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memerlukan Kerjasama antara pemerintah,
pemerintah daerah dengan masyarakat untuk penanganan korban-korban kekerasan dalam rumah
tangga khususnya melalui pemulihan Kesehatan baik fisik maupun psikis sebagi wujud
perlindungan terhadap hak-hak korban.

Penegakan sanksi pidana merupakan bagian dari penegakan hukum yang perlu diterapkan secara
tegas agar kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat semakin berkurang bahkan dapat
dihapuskan sebagaimana tujuan dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penegakan hukum perlu diupayakan
terus agar dengan cara mengatasi kendala-kendala yang menjadi penghambat agar penyelesaian
perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dan mampu memberikan keadilan
bagi pihak korban yang telah menderita dan dirugikan akibat perbuatan pelaku kekerasan
tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut: Pertama,
perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat
dibutuhkan karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah
pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk
diskriminasi. Korban kekerasan fisik-psikis, seksual dan penelantaran mengalami penederitaan
dan kerugian, sehingga perlu dilindungi hak-hak korban untuk memperoleh keadilan. Kedua,
kendala-kendala penegakan hukum dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan
dalam rumah tangga, yaitu: a. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak dilaporkan ke
pihak kepolisian, karena korban merasa malu untuk membuka persoalan rumah tangga kepada
pihak lain; b. Apabila perkara sudah ada pengaduan seringkali korban menarik kembali
pengaduan dan bermaksud menyelesaikan perkara secara kekeluargaan; c. Penanganan kasus-
kasus kekerasan dalam rumah tangga belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan akibat proses pemeriksaan perkara di pihak kepolisian belum berjalan denga baik.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut: Pertama,
pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perlu meningkatkan sarana dan
prasarana dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga yang memerlukan
pemulihan Kesehatan baik fisik maupun psikis, karena pelayanan kesehatan dilakukan di sarana
kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Demikian pula dengan
peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi perlu
ditingkatkan. Kedua, pelaksanaan penegakan hukum dalam penyelesaian perkara kekerasan
dalam rumah tangga memerlukan Kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk
melakukan sosialisasi pelaksanaan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga agar ada
peningkatan kesadaran hukum bagi pihak korban untuk mengadukan peristiwa kekerasan dalam
rumah tangga untuk diproses sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku.
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